Penambangan llegal Marak di Kalsel, Begini Tanggapan Kementerian ESDM

Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/31/iup-bodong-diduga-masih-marak-di-kalsel-begini-
kata-kementerian-esdm

Maraknya praktik penambangan ilegal di daerah membuat Kementerian ESDM
angkat tangan. Pasalnya, pemerintah pusat tidak mampu melakukan monitor secara
faktual terkait kegiatan penambangan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ditjen Minerba
Kementerian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi saat dikonfirmasi soal adanya dugaan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) bodong di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang nekat
beroperasi meski sudah disegel oleh polisi, Jumat 30 Juli 2021.

Pihak kepolisian pun didesak menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam
pembuatan dan pemanfaatan IUP bodong demi mengeruk keuntungan dari bumi
Kalimantan Selatan.

"Secara persis kami memang tidak memonitor di lapangan terkait IUP di Kalsel
tersebut. Apabila IUP tidak tercatat dalam database (Ditjen) Minerba, maka
(seharusnya) perusahaan tersebut tidak bisa melakukan kegiatan usaha,” ujar Sunindyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri melakukan penyegelan tambang batu bara milik
PT Damai Mitra Cendana, yang berada di Kecamatan mataraman, Kabupaten Banjar,
Kalsel. Namun, tambang tersebut kembali beroperasi dengan modus berganti nama
menjadi PT Damai Mitracendana Abadi.

Dalam sistem administrasi database Kementerian ESDM, yaitu Minerba One
Data (Modi), nama Damai Mitracendana Abadi tidak terdaftar. Sedangkan nama
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perusahaan awal, Damai Mitra Cendana sempat teregister kemudian dihapus setelah
tambangnya disegel Bareskrim.

Status saat ini, sementara IUP tersebut dihapus dari basis data. Ditjen Minerba
menunggu adanya klarifikasi resmi dari Gubernur Kalsel, ungkap Sunindyo.

Sebagai informasi, permasalahan IUP bodong di Kalsel diungkapkan oleh Wakil
Ketua Komisi Hukum DPR RI, Pangeran Khairul Saleh dalam rapat bersama dengan
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen, Rabu (16/6/2021)
lalu.

Permasalahan IUP bodong di Kalsel diungkapkan olen Wakil Ketua Komisi |11
DPR RI, Pangeran Khairul Saleh dalam rapat bersama dengan Kapolri Jenderal Pol.
Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Rabu (16/6) lalu.

Mantan Bupati Banjar, Kalimantan Selatan itu menyebut ada 20 IUP yang
janggal di wilayahnya, salah satunya Damai Mitra Cendana.

Perusahaan ini, kata Khairul, berani melakukan eksploitasi mulai dari
penambangan hingga pengapalan batu bara tanpa mengantongi dokumen yang sah.

"Saya minta Kapolri untuk menangkap sindikat pembuat IUP aspal (asli tapi
palsu), termasuk perusahaan yang menggunakan dokumen aspal yang sudah bekerja
melakukan eksploitasi juga ditangkap,” ujar Khairul dalam rapat itu.
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Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.® IUP adalah izin untuk melaksanakan

! Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
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usaha pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha
yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi. *

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.” Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang lIzin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan Kkegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;

? |bid, Pasal 1 ayat (7)

? Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

* Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

> Ibid, Pasal 100 Ayat 1

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1
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b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;

c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

T o

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

o

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

o

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

° peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat

(2)
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